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PENETAPAN
NOMOR : 131/G/2019/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara

biasa, mengeluarkan Penetapan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di

bawah ini, dalam perkara antara :

ERIW AT I, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Aparatur
Sipil Negara (ASN) Guru, tempat tinggal di Jalan Citarum 1,

RT. 11, RW. 03, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading

Cempaka, Kota Bengkulu :

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IRWAN, S.H. dan
ZAINUL IDWAN, S.H., keduanya berkewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum IRWAN &
PARTNERS, beralamat di Jalan Raflesia No. 34 AB, RT. 6,

RW. 2, Nusa Indah, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 11 November 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai ------------------- PENGGUGAT ;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan S.

Parman No. 13, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu

Samban, Kota Bengkulu ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. SRI PARDALIYANTI, S.H., perkerjaan Pegawai Negeri

Sipil (PNS), jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah
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dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kota Bengkulu ;
2. OKTA ORLANDO, S.H., perkerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,

Konflik, dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota

Bengkulu ; dan

3. WAWAN YUWONO DWISAPUTRO, perkerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Sub Seksi
Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah

Terlantar pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ; -------

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan S. Parman No. 13, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan
Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 506/X1/2019 Tanggal 18 November 2019 ;--

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :

131/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL Tanggal 12 November 2019 Tentang Lolos

Dismissal ;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
131/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 12 November 2019 Tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;
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3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 131/PEN-

PP]JS/2019/PTUN.BKL Tanggal 12 November 2019 Tentang Penunjukan

Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 131/PEN-PP/2019/PTUN.BKL Tanggal

13 November 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 131/PEN-HS/2019/PTUN.BKL Tanggal

11 Desember 2019 Tentang Hari Sidang ;

6. Surat Permohonan Pencabutan gugatan Perkara Nomor : 131/G/2019/

PTUN.BKL tertanggal 29 Januari 2020 ;

7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak

dalam Perkara Nomor : 131/G/2019/ PTUN.BKL ;

----------------------- TENTANG DUDUK PERMOHONAN ------==-====-=-=

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12
November 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor

131/G/2019/PTUN.BKL ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah
Sertipikat Hak Milik Nomor : 00272 Desa Jalan Gedang Tanggal 12-10-1990, Surat

Ukur Nomor : 611/1990 Tanggal 08-10-1990, Luas 200 M2, Atas Nama Dharma

Setiawan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo telah diperbaiki melalui
Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 11 Desember 2019 dan diterima oleh Majelis

Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 18 Desember

2019,
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Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Sistem

Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 18 Desember 2019 ; -------------------

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang diterima oleh
Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 8
Januari 2020, dan Tergugat telah mengajukan duplik yang diterima oleh Majelis

Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 15 Januari

2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat permohonan pencabutan

gugatan melalui Surat Masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

tertanggal 29 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa a quo belum masuk dalam

tahapan Pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim

mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan

yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Penggugat menyatakan
alasan yang mendasari Penggugat mencabut gugatannya pada pokoknya adalah
telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Pemegang Sertipikat Hak Milik
objek sengketa berdasarkan Mediasi pada hari Selasa Tanggal 28 Januari 2020
yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 01/1/2020 Tanggal 28

Januari 2020 ;
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Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut

Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut : ---------------

Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan

gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila

disetujui tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 22 Januari 2020 Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat pada pokoknya menyatakan sedang dilakukan
upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Dharma Setiawan selaku
pemegang Sertipikat Hak Milik objek sengketa yang difasilitasi oleh Tergugat, dan

apabila dicapai kesepakatan maka gugatan akan dicabut (vide Berita Acara

Persidangan Tanggal 22 Januari 2020) ;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Mediasi antara ERIWATI (/ic
Penggugat) dengan DHARMA SETIAWAN selaku pemegang Sertipikat Hak Milik
objek sengketa di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang diperoleh hasil bahwa
DHARMA SETIAWAN bersedia mengajukan permohonan Sertipikat pengganti
karena Sertipikat Hak Milik objek sengketa tidak diketemukan lagi dan bersedia
melakukan peralihan hak secara hibah kepada Ahli Waris Alm. TASIARUL BAHRI Z.
berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 01/I/2020 Tanggal 28 Januari

2020 yang dihadiri oleh para pihak serta saksi-saksi sebagaimana terlampir dalam

Daftar Hadir Mediasi Tanggal 28 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Penggugat mencabut
gugatannya serta mencermati uraian fakta dan persitiwa hukum yang terjadi
berkaitan dengan sengketa a guo, menurut Majelis Hakim walaupun Tergugat

telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, pencabutan gugatan yang
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dimohonkan Penggugat tersebut tidak berpotensi menimbulkan masalah baru,

selain itu pelaksanaan Mediasi tersebut dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota

Bengkulu dan difasilitasi oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 5 Februari 2020, Kuasa

Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju terhadap permohonan

pencabutan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah berdasar
hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986, oleh karenanya permohonan a guo patut untuk dikabulkan ; ----------

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dan persetujuan

Tergugat sebagaimana fakta hukum tersebut adalah pengakhiran sengketa yang

bersifat mengikat (binding) bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan
Penggugat a guo telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor

131/G/2019/PTUN.BKL dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar

Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan

Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;
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MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk

mencoret Perkara Nomor : 131/G/2019/PTUN.BKL dari Buku Induk Register

Perkara ;

3. Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 234.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020,
yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAILY
YUSMINI, S.H., M.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim
Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG
HERMANTO CAYA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;--------------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

DAILY YUSMINI, S.H., M.H. ERICK S. STHOMBING, S.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.
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Perincian Biaya Perkara :
Pendaftaran Gugatan...........cooeuimiiiiii e Rp.  30.000,-
ATK Perkara.......ooeeiieeeiiie e ee e e ee e s Rp. 100.000,-
o= e o 1= o T Rp. 48.000,-
MELEIAI. cuun i ieiriie e Rp. 6.000,-
2 ET0 =] T Rp. 10.000,-
PNBP LaiNNYa......ccociiiiiiiieiiiie et Rp.  40.000,-

I e

Jumlah Rp. 234.000,-
(Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
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